
 

BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUTAI BARAT, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 

Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penertiban 
Pedagang Kaki Lima; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tentang Penataan, Pengawasan 

dan Penertiban Pedagang Kaki Lima; 

Mengingat  :   1.   Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 

Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 

26 tahun 2013 Tentang  Penerbitan Pedagang Kaki 
Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Nomor 162); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN, 
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI 

LIMA. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat. 

4. Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut PD teknis adalah 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pedagang kaki lima. 

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. 

6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku 

usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan 
sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan 

prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan 
milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak 

menetap. 

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, 

pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan 
memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, 

ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan. 

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis 
dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha 

terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik 
kualitas maupun kuantitas usahanya. 

9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada 
dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta. 

10. Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan 
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sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan 

kegiatan ekonomi. 

11. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan 

tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL. 

12. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL. 

13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya 

bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat sementara 
maupun permanen. 

14. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau 
perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah 

antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan 
Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, 
Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum 

Indonesia. 

15. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang diperuntukan untuk 

fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai 
Barat. 

16. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang 
dikeluarkan oleh PD teknis sebagai tanda bukti pendaftaran usaha 
PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan 

pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah. 

17. Sarana dan Prasaran usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang 
dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan 

yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak 
dengan dilengkapi roda. 

18. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau 

perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 

19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 

20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah 

dalam wilayah kecamatan. 

21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 
 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis 
pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Wilayah Kabupaten 

Kutai Barat di wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang mencakup 
Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum. 
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Pasal 3 

 
Tujuan penataan dan Pemberdayaan PKL adalah: 

a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi 
sesuai dengan peruntukannya; 

b. Mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi 

mikro yang tangguh dan mandiri; dan 

c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan 

sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan 
lingkungan. 

 
BAB III 

PENATAAN PKL 

Bagian Kesatu 

Pasal 4 

 
Bupati melakukan penataan PKL dengan cara: 

a. Pendataan PKL; 

b. Pendaftaran PKL; 

c. Penetapan Lokasi PKL; 

d. Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL; dan 

e. Peremajaan Lokasi PKL. 

 
Bagian Kedua 

Pendataan PKL 

Pasal 5 
 

(1) Bupati melalui PD Teknis melakukan pendataan PKL sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. 

(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan atau desa dan 

Kecamatan dengan cara antara lain : 

a. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; 

b. Memetakan Lokasi; dan/atau 

c. Melakukan validasi pemutakhiran data. 
 

Pasal 6 
 

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
dilakukan berdasarkan: 

a. Identitas PKL; 

b. Lokasi PKL; 

c. Jenis Tempat Usaha; 

d. Bidang usaha; dan 
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e. Modal usaha. 

(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. 

 
Pasal 7 

 

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibagi 
menjadi 3 (tiga) zona sebagai berikut: 

a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan PKL; 

b. Zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk 

kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu; dan 

c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi 

PKL. 
 

Pasal 8 
 

(1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi : 

a. Diatas saluran sungai; 

b. Taman kota, hutan kota; dan 

c. Tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Area/tempat pada Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau 
lokasi usaha PKL. 

 
Pasal 9 

 

Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan 
tempat adalah: 

a. Fasilitas milik pemerintah daerah yang tidak digunakan; 

1. TBS; 

b. Sekitar lapangan olah raga; 

1. Stadion Swalasguna; dan 

2. GOR Desnan 

c. Komplek  alun-alun ITHO. 
 

Pasal 10 
 

(1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang 
berdasarkan waktu adalah: 

a. Kegiatan PKL pada jam tertentu; dan  

b. Kegiatan PKL pada hari tertentu. 

(2) Penetapan zona kuning berdasarkan waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan pada: 

a. Hari libur kerja (sabtu dan minggu); 
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b. Hari-hari besar (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari 

Ulang Tahun Kabupaten Kutai Barat); dan 

c. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan organisasi. 

 
Pasal 11 

 

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: 

a. Shelter PKL Kecamatan Melak; 

b. Shelter PKL Kecamatan Barong Tongkok; dan 
 

Pasal 12 
 

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha 
bergerak. 

 
Pasal 13 

 
(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 antara lain: 

a. Lesehan; 

b. Gelaran; 

c. Tenda; dan 

d. Shelter. 

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
yaitu : 

a. Tidak bermotor; dan 

b. Bermotor. 
 

Pasal 14 
 

(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda. 

(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2) huruf b terdiri atas: 

a. Kendaraan bermotor roda dua; 

b. Kendaraan bermotor roda tiga; dan 

c. Kendaraan bermotor roda empat. 

 
Pasal 15 

 

(1) Tempat usaha PKL pada lokasi Zona kuning, harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Ukuran tempat usaha PKL, paling besar berukuran 2x2 meter; 
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b. Ukuran tempat usaha khusus untuk PKL kuliner paling besar 

berukuran 2x3 meter; 

c. Ukuran tempat usaha untuk tenda makanan/lesehan termasuk 

gerobaknya paling luas 10 (sepuluh) meter persegi; 

d. Ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu 
koma empat nol) meter, paling lebar 1 (satu) meter dan paling 

tinggi 1,40 (satu koma empat nol) meter; dan 

e. Ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada di trotoar tertentu 

yang telah ditetapkan/diizinkan oleh Bupati, tidak boleh melebihi 
2/3 (dua per tiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan 

digunakan oleh para pejalan kaki. 

(2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa 
dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.  

 
Pasal 16 

 
Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d 

antara lain: 

a. Kuliner; 

b. Kerajinan; 

c. Assesoris; 

d. Pakaian; 

e. Peralatan sekolah; 

f. Sepatu, sandal dan tas; 

g. Buah; 

h. Tanaman hias; 

i. Ikan hias; 

j. Barang antik; dan 

k. Mainan anak.   

 
Bagian Ketiga 

Pendaftaran PKL 

Pasal 17 
 

(1) Bupati Kutai Barat melalui PD Teknis melakukan pendaftaran PKL 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. 

(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru. 

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menyampaikan berkas 
pendaftaran usaha kepada PD Teknis. 

(4) Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 
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a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Barat 

yang masih berlaku; 

b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK); 

c. Pas Photo 4 X 6 sebanyak 4 lembar; 

d. Materai 6 (enam) ribu; 

e. Memiliki Naskah/Kartu Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari 

Kecamatan setempat; 

f. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang 

berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL; 

g. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan; 

h. Surat pernyataan yang berisi : 

1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal; 

2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di 

lokasi tempat usaha; 

3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain; 

4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha 
PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud 

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa 
ganti rugi dalam bentuk apapun; dan 

 

Pasal 18 
 

(1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 
dengan kriteria sebagai berikut: 

a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha dilahan atau lokasi 
sesuai peruntukannya; dan/atau 

b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha dilahan atau lokasi 

yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi 
sementara. 

(2) PKL yang sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai 
peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

dilakukan relokasi. 
 

Pasal 19 

 
(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL. 

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan 

permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui PD Teknis. 

(3) Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

dilengkapi rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan dan 
Pemberdayaan PKL. 
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Bagian Keempat 

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL 

Pasal 20 

 
(1) Dalam rangka Penataan, Pengawasan dan Penertiban PKL Bupati 

membentuk Tim Koordinasi. 

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat. 

 
Ditetapkan di  Sendawar, 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
 

ttd 
 
                  FX. YAPAN 

 
 

Diundangkan di Sendawar, 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 

 
 ttd 

 
                            YACOB TULLUR 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 19. 

Nama Jabatan Paraf 

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

Drs. Yacob Tullur, M.M. Sekda  

Salomon Sartono, S.E., M.Si. Kepala Disdagkop & UKM  

Yosef Stevanson, S.H. Kabag. Hukum  

Pidesia, S.E., M.Si. Kasubbag. Kumdang  

 


